BAB I

PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang
Mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menjadikan definisi Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas - batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal usul  dan adat  istiadat  setempat yang diakui  dan dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diarahkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang hakiki yakni memberikan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa keadilan, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian. Penyelenggaran Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa, dan dalam hal ini senantiasa dilandasi prinsip kemitrasejajaran hubungan antara Perbekel dan BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban, pemerintah desa berkewjiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
1.2.
Tujuan Penyusunan Laporan
Sejalan dengan hal tersebut, maka sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah Desa berkewajiban untuk menyampaikan Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati,  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa kepada BPD dan menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan  dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.



Tujuan penyusunan laporan ini antara lain :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan pemerintah desa dalam kurun waktu satu tahun
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa.
3. Memberikan informasi yang relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
4. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan

1.3.
Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam mengemban amanat masyarakat desa, Pemerintah Desa melakukan upaya terencana dan terprogram yang tersusun dalam dokumen perencanaan desa baik RPJM Desa maupun RKP Desa.
Guna dapat mewujudkan rencana kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan musyawarah mufakat dan mencakup kegiatan pembangunan di masing-masing Banjar Dinas dan seluruh wilayah Desa Kedis secara berkesinambungan dan bermanfaat, maka didalam mewujudkan program pembangunan Pemerintahan Desa Kedis mempunyai visi :
	“TERWUJUDNYA DESA KEDIS YANG DAMAI, MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”


Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai wujud untuk meningkatkan pencapaian dan manfaat pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat Desa Kedis secara keseluruhan mencapai keamanan dan ketertiban, kedamaian dan kesejahteraan maka Pemerintah Desa Kedis mempunyai Misi Pembangunan Desa Tahun 2020 – 2025 yang merupakan penjabaran dari Visi Desa sebagai berikut :
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur. Berwibawa dan bermartabat.

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kenmasyarakatan desa untuk mendukung proses pembangunan desa.

4. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

5. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa untuk terwujudnya masyarakat Desa Kedis yang sejahtera.
1.4.
Strategi dan Kebijakan

Strategi kebijakan pembangunan Desa Kedis yang dituangkan dalam RPJMDes tahun 2020–2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Kedis tahun 2020-2025 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Strategi kebijakan pembangunan Desa Kedis berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur. Berwibawa dan bermartabat, dilakukan antara lain melalui :

· Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM bagi aparatur pemerintahan desa.

· Peningkatan sarana prasarana kantor yang representatif.
· Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah atasan secara profesional.
· Merencanakan dan melaksanakan penggunaan anggaran belanja Desa secara efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab.
· Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kantor di tingkat dusun
2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan dengan :
· Meningkatkan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas

· Meningkatkan keterampilan generasi muda dalam mengelola dan melestarikan adat, seni dan budaya desa
· Meningkatkan pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi keluarga
· Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui Program Kampung KB
· Meningkatkan dan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan sarana penunjang secara merata untuk mendukung peningkatan sosial ekonomi masyarakat
· Meningkatkan pengembangan sarana prasarana untuk pelestarian Lingkungan Hidup
· Menciptakan lingkungan Desa yang bersih, asri, lestari dan indah melalui peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah
· Meningkatkan pengelolaan sistem informasi desa

· Membangun sarana dan prasarana untuk pengembangan Desa Wisata
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa untuk mendukung proses pembangunan desa melalui :
· Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum

· Menjalin komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan Lembaga-lembaga yang ada di desa baik lembaga adat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa
· Meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan lembaga - lembaga  kemasyarakatan Desa dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan
· Fasilitasi pelaksanaan dan pelestarian kegiatan Keagamaan, adat dan budaya yang dimiliki desa
· Meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mendukung kesetaraan gender
· Meningkatkan kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa

· Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan masyarakat desa
4. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat :
· Menjalin sinergitas dan keterbukaan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran
· Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan
· Meningkatkan kualitas kelompok-kelompok ekonomi produktif yang ada di desa melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan dan pengenalan teknologi tepat guna

· Mengutamakan pemanfaatan potensi yang ada di desa
5. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Desa untuk terwujudnya masyarakat Desa Kedis yang sejahtera, dilakukan melalui :

· Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif serta meningkatkan sumber daya manusia sebagai insan pembangunan
· Pengembangan dan peningkatan potensi ekonomi Desa melalui badan usaha milik Desa (BUM Desa)
· Mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif dan UMKM
· Meningkatkan upaya pemberdayaan keluarga miskin
· Mengembangkan dan menguatkan kelompok usaha ekonomi produktif dan UMKM
· Melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat atau kewirausahaan sesuai kebutuhan
· Mengembangkan kawasan Desa Tujuan Wisata

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA

2.1. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilaksanaan untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, peningkatan pelayanan serta mewujudkan aparat Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, disiplin dan dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan BPD dan lembaga - lembaga desa lainnya sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi di Desa. Adapun program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan tahun 2020 antara lain :
1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa dan BPD dilaksanakan setiap bulan. Dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp. 627.678.061,- hanya terealisasi sebesar Rp. 610.187.878,- (97,21%). Sisanya sebesar Rp. 17.490.183,- tidak terealisasi merupakan sisa dari rencana pembayaran tunjangan kesehatan perangkat desa, namun dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten. Disamping itu juga berasal dari sisa tunjangan BPD akibat dari adanya kekosongan keanggotaan.
2) Penyediaan sarana aset tetap perkantoran dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 31.435.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.350.000,- (80,64%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.085.000,- yang merupakan efisiensi anggaran.

3) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 15.852.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.774.500,- (86,89%%), dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.077.500,- yang berasal dari pemeliharaan kendaraan bermotor.
4) Pada tahun 2020 ini Pemerintah Desa Kedis merencanakan Pembangunan Gedung Kantor Desa dengan rencana anggaran sebesar Rp. 290.615.000,- namun kegiatannya belum dapat direalisasikan karena adanya pembatalan tempat rencana lokasi pembangunan oleh Desa Adat yang pada saat perencanaan telah disetujui. Pembatalan ini dilakukan dengan alasan bahwa lokasi dimaksud merupakan tanah milik adat dan akan dipergunakan untuk keperluan dan kegiatan adat. Selanjutnya rencana lokasi pembangunan gedung kantor Perbekel menunggu hasil permohonan penggunaan aset daerah Kabupaten Buleleng pada salah satu antara Gedung SD N 1 Kedis dan Gedung SD N 2 Kedis yang telah diregrouping.
5) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) telah selesai dilaksanakan 100% dengan rencana anggaran sebesar Rp. 7.278.000,- teralisasi sebesar Rp. 4.305.000,- (59,15%) sisanya sebesar Rp. 2.973.000,- berasal dari kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.

6) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) telah selesai dilaksanakan 100%, namun dari rencana anggaran sebesar Rp. 13.817.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.309.000 (89,08%) sisanya sebesar Rp. 1.508.000,- berasal dari kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
7) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa telah selesai dilaksanakan 100%, namun dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 6.672.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.300.000,- sisanya sebesar Rp. 4.372.000,- yang berasal dari pengadaan benda pos dan perjalanan dinas tidak dilaksanakan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
8) Penyeleggaraan musyawarah perencanaan desa antara lain musyawarah penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, pembahasan APB Desa, dari anggaran sebesar Rp. 19.230.500,- terealisasi sebesar Rp. 13.027.100,- (56,24%) terdapat sisa sebesar Rp. 6.203.400,-. Hal ini disebabkan adanya pembatasan peserta musyawarah untuk mencegah penyebaran COVID-19.
9) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (pelaksanaan Musdud, rembuk desa non reguler) dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 359.000,-, terdapat sisa sebesar Rp. 3.841.000,- dari pengadaan konsumsi yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
10) Penyusunan dokumen perencanaan desa antara lain penyusunan dokumen RPJM Desa dan penyusunan dokumen RKP Desa dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 17.058.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.732.500,- (80,50%) dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.325.500,- berasal dari biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.
11) Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll) dengan anggaran sebesar Rp. 17.372.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.014.000,- (63,40%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6.358.000,- yang berasal dari pengadaan benda pos, cetak dan penggandaan.

12) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.870.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.400.000,- sisanya sebesar Rp. 470.000,- dari pengadaan ATK.
13) Penyusunan kebijakan desa, antara lain penyusunan Perdes dan Perkades diluar penyusunan perencanaan desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.740.000,- tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
14) Penyusunan LPPD, LKPD dan IPPD yang disusun tahun 2021 ini adalah LPPD, LKPD dan IPPD tahun 2020 dan telah selesai disusun dengan anggaran sebesar Rp. 3.708.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 808.000,- sisanya sebesar Rp. 2.900.000,- berasal dari pengadaan ATK, penggandaan dan perjalanan dinas tidak dapat direalisasikan.
15) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa tahun 2020 ini telah selesai dilaksanakan, namun dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 16.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.250.000,- dan sisanya sebesar Rp. 8.415.000,- tidak terealisasi sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
16) Pada tahun 2020 ini di Desa Kedis dilaksanakan pemilihan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu sehubungan dengan adanya salah satu anggota BPD yang meninggal dunia. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.130.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 1.800.000,- dan sisanya sebesar Rp. 330.000,- berasal dari biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.

2.2. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembangunan
Program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur desa yang berdampak pada peningkatan kesejahtraan dan kemajuan masyarakat. Program kerja di bidang pembangunan desa yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini antara lain :
1) Penyelenggaraan PAUD/TK dilaksanakan dalam rangka untuk tercapainya pendidikan dasar bagi masyarakat, telah dilaksanakan dengan baik Namun dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 29.655.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.428.000,- (75,63%), dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.227.290,- yang disebabkan adanya sistem pembelajaran secara daring akibat adanya pandemi COVID-19.
2) Pemeliharaan sarana prasarana TK antara lain instalasi listrik, instalasi air dan wastafel telah selesai dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 13.475.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 10.793.500,- (80,10%) sisanya sebesar Rp. 2.681.500 merupakan efisiensi.
3) Pengadaan sarana dan prasarana TK berupa bangku, kursi dan papan tulis dengan anggaran sebesar Rp. 5.200.000,- telah selesai dilaksanakan 100%.

4) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar meliputi pembinaan dan pelatihan tabuh/karawitan, belajar tari, dan pesantian remaja serta pemeliharaan sarana gambelan yang pada tahun 2020 ini telah selesai dilaksanakan, namun dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 117.530.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.420.000,- (91.18%) dan sisanya sebesar 1.110.000,- berasal dari biaya sesajen yang rencananya dipergunakan untuk upakara serangkaian dengan Sekaa Gong Remaja Putri mewakili Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam Pesta Kesenian Bali yang batal diselenggarakan akibat adanya pandemi COVID-19.
5) Dukungan pemberian bea siswa berpretasi dilaksanakan untuk memotifasi kegiatan belajar siswa dan meningkatkan kwalitas  sumber daya manusia yang diberikan pada siswa Tingkat Taman Kanak Kanak, Tingkat SD dan SLTP dengan dana sebesar Rp. 3.675.000 dan telah terealisasi 100%.

6) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa yaitu Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) merupakan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular terintegrasi kepada masyarakat telah dilaksanakan 100% sesuai protokol kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 46.396.000,- 
7) Penyelenggaraan Posyandu telah dilaksanakan setiap bulan merupakan program sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, balita, pencegahan stunting, pemberian makanan tambahan dan pemberian kebutuhan dasar lansia berupa sembako telah selesai dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 122.247.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 116.168.000,- (95,03%) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.079.000,- tidak terealisasi karena adanya pertemuan terbatas akibat pandemi COVID-19.
8) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan berupa pencegahan dan panggulangan penyakit demam berdarah telah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 14.645.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.560.000,- (72,11%), sisanya anggaran sebesar Rp. 4.085.000,- berasal dari biaya perjalanan dan pengadaan obat voging yang tidak terlaksana karena telah dibantu pengadaannya oleh Puskesmas Busungbiu I.

9) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita berupa pembinaan kepada Kelompok Kampung KB dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta melaksanakan penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja sesuai protokol kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp. 26.760.000,- namun terealisasi sebesar Rp. 25.600.000,- (95,67%) dan sisanya sebesar Rp. 1.160.000,- merupakan efisiensi dari biaya pengadaan konsumsi.
10) Pembangunan/peningkatan jalan Desa yang berlokasi di Banjar Dinas Kelod (Jalan Bayangkara) dengan volume 49,2 m³ (35m x 3m x 0,4m) telah selesai dilaksanakan 100% dengan rencana anggaran sebesar Rp. 62.999.000,- terealisasi sebesar Rp. 60.941.000,- (96,73%), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.058.000,- yang merupakan efisiensi dari sisa biaya pengadaan bahan.
11) Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan (gang) pada tahun 2020 dapat dilaksanakan sebanyak 2 lokasi yaitu : 
· Gang Cendet (Gang depan Wayan Sadrayasa) Banjar Dinas Kangin, volume 44m x 1,35m x 0,05m (2,97 m³) telah selesai dilaksanakan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 70.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 69.458.500,- (98,49%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.066.500,- yang merupakan efisiensi dari sisa biaya pengadaan bahan.
· Gang Cendrawasih II (Gang menuju Ketut Alidarma) Banjar Dinas Tengah, volume 7,5m x 5m x 0,4m (15 m³) telah selesai dilaksanakan dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 21.802.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.194.000,- (97,21%) sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 608.000,- yang merupakan efisiensi dari sisa biaya pengadaan bahan.
12) Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 2 lokasi telah selesai dilaksanakan antara lain :

· Jalan usaha tani yang berlokasi di Bayur (jalan tengah dari Telabah Babakan menuju Balai Kelompok Bayur) Banjar Dinas Kaja volume 1.400m x 0,07m x 0,07m (68,6 m³) telah selesai dilaksanakan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 120.581.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.686.000,- (98,42%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.895.000,- yang merupakan efisiensi dari sisa biaya pengadaan bahan.
· Jalan usaha tani yang berlokasi di Pinjinan (dari dangin telabah menuju Nyoman Sudana), volume 181m x 1,2m x 0,05m (10,86 m³) telah selesai dilaksanakan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 20.270.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.498.000,- (96,19%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 772.000,- yang merupakan efisiensi dari sisa biaya pengadaan bahan.
13) Pembangunan Gedung Arena Serbaguna dilakukan secara swakelola merupakan lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gedung yang reprensentatif untuk berbagai kegiatan pembinaan dan pelatihan olah raga, pelatihan seni dan sebagai tempat even-even yang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat. Pada tahun 2020 ini dilaksanakan pemasangan keramik dan pengadaan lampu,  telah selesai dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 26.428.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.437.500,- (81,12%), sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.590.500, merupakan efisiensi.

14) Pemeliharaan sambungan air bersih tahun 2020 ini dilaksanakan untuk penggantian pipa distribusi ke rumah tangga yang sudah rusak berlokasi di Sebetan Banjar Dinas Kelod Desa Kedis, dengan sisa dana program Pamsimas Tahun 2019 sebesar Rp. 8.563.500,- dan telah selesai 100%.
15) Pengelolaan sampah desa/pemukiman antara lain berupa pemilahan sampah organik dan an organik, pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah lingkungan tempat umum serta pengadaan tempat sampah dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 74.313.000,- terealisasi sebesar Rp. 71.740.000,- (96,54%) sisanya sebesar Rp. 2.573.000,- berasal dari biaya pemeliharaan alat yang merupakan efisiensi.

16) Penyelenggaraan informasi publik desa berupa baliho, spanduk, dan jasa langganan internet dengan anggaran sebesar Rp. 10.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.050.500,- (73,66%) dan sisanya sebesar Rp. 2.879.500,- yang berasal dari biaya pengadaan material merupakan efisiensi.
17) Pemeliharaan lampu penerangan jalan desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 520.000,- (19,70%), sisanya sebesar Rp. 2.120.000,- tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun.
2.3. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Di samping itu juga pembinaan merupakan usaha - usaha untuk memperbaiki kondisi sosial dan motivasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan rapat - rapat, lomba - lomba peringatan hari - hari besar dan lain – lain.
Adapun program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dapat dilakukan tahun 2020 adalah :
1) Penyelenggaraan ketenteraman di desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas Linmas telah selesai dilaksanakan, namun dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.750.000,-  terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.050.000,- berasal dari biaya perjalanan dinas yang tidak terlaksana.

2) Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 6.625.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.634.000,-  (24,66%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 4.991.000,- karena rencana lokasi kegiatan dipergunakan untuk kegiatan adat.
3) Pembinaan lembaga adat untuk 4 Subak yang ada di Desa Kedis berupa pemberian insentif, operasinal lembaga adat, pembinaan lembaga adat dan kegiatan pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 234.107.000,- terealisasi sebesar Rp. 194.107.000,- (82,91%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- yang disebabkan karena kegiatan pengadaan banten upacara upakara piodalan Pura Subak tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemo COVID-19.

4) Pembinaan LPM dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.755.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- (52,13%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.755.000,- berasal dari kegiatan rapat-rapat yang tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi COVID-19.
5) Pembinaan PKK dengan rencana anggaran sebesar 5.462.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.050.000,- (37,53%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.412.000,- berasal dari biaya kegiatan rapat-rapat yang tidak dapat terlaksana karena adanya pembatasan pertemuan akibat pandemi COVID-19.

2.4. Program Kerja dan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahtraan masyarakat, proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat dalam bentuk penggalian kemampuan, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat desa tahun 2020 antara lain :
1) Peningkatan kapasitas Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- tidak dapat terlaksana. Hal ini disebabkan karena disamping sumber dana dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang baru diterima pada akhir tahun juga disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19.
2) Peningkatan kapasitas perangkat desa dengan rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan sumber dana dari Pendapatan lain-lain tidak dapat dilaksanakan, karena disamping realisasi pendapatan lain-lain yang belum terpenuhi, juga disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19. 
3) Pelatihan pengelolaan BUM Desa dengan dana sebesar Rp. 9.460.000,- yang rencananya dilaksakan oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pengurus BUM Desa tidak dapat terlaksana karena disamping sumber dana yang dipergunakan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi baru diterima pada akhir tahun juga disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19.
Dari sisa anggaran masing-masing program kegiatan tersebut di atas merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan akan dipergunakan untuk program kegiatan tahun 2021.
Pada tahun 2020 ini Pemerintah Desa Kedis melaksanakan kegiatan anggaran tak terduga, merupakan kegiatan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan untuk terjadi.  Kegiatan ini dilakukan dalam rangka percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. 
Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain :

1) Penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan desa Aman COVID-19, dengan dana yang dihabiskan sebesar Rp. 80.156.000,-
2) Penanganan keadaan mendesak desa berupa :

· Pemberian Bantuan Lansung Tunai Desa dengan dana yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 196.200.000,- dengan jumlah KPM sebanyak 109 dan masing-maing KPM menerima BLT Desa sebesar Rp. 600.000,- selama 3 (tiga) bulan. 
· Pemberian bantuan bahan pangan berupa sembako yang diberikan kepada keluarga terdampak COVID-19 dengan sebesar Rp. 32.750..000,- bersumber dari ADD dan sebesar Rp. 7.250.000,- bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

3.1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pada tahun 2020 ini Pemerintah Desa Kedis melakukan 3 (tiga) kali perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Desa) yang disebabkan karena disamping adanya perubahan penerimaan pagu anggaran, juga terjadinya pandemi COVID-19, sehingga perlu perubahan anggaran dalam rangka memenuhi pelaksanaan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. 
Hal ini mengakibatkan perubahan pada program dan kegiatan yang direncanakan sebelumnya sehingga dilakukan juga perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Perubahan perubahan tersebut masing-masing telah dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Berikut ini disajikan Peraturan Desa Kedis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk perubahan yang ke-tiga, sebagai berikut :

[image: image1.png]



PERBEKEL KEDIS

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA KEDIS

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDIS,
	Menimbang
	:
	a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020:   


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tinggkat II  dalam Wilayah Daerah-Daerah  Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor  611);

6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

7. Peraturan Desa Kedis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Kedis Tahun 2020 Nomor 4).




Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIS

dan

PERBEKEL KEDIS

MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.


Pasal 1

	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.490.942.351,17,- (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Belas Sen) bertambah sejumlah Rp. 53.914.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.544.856.351,17 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Rtus Lima Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Belas Sen) dengan rincian sebagai berikut :

	1.
	Pendapatan Desa

a. semula

b. bertambah/(berkurang)
	Rp
Rp
	1.852.136.384,00

53.914.000,00

	
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan
	Rp
	1.906.050.384,00

	2.
	Belanja Desa

a. semula

b. bertambah/(berkurang)
	Rp
Rp
	2.490.942.351,17

53.914.000,00

	
	Jumlah belanja setelah perubahan

Surplus/(Defisit) setelah perubahan
	Rp

Rp
	2.544.856.351,17

(638.805.967,17)

	
	
	
	

	3.
	Pembiayaan Desa
	
	

	
	3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula

b. bertambah/(berkurang)

       Jumlah penerimaan    

       setelah Perubahan

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula

b. bertambah/(berkurang)
	Rp.

Rp.
	638.805.967,17

0,00

	
	c. 
	
Rp.

Rp.

Rp.
	638.805.967,17

0,00

0,00

	
	      Jumlah pengeluaran 
      setelah perubahan
	Rp.
	0,00

	
	Selisih Pembiayaan (3.1-3.2)
	Rp.
	638.805.967,17


Pasal 2

	Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 3

	Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.


Pasal 4

	Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedis.


	
	Ditetapkan di Kedis

Pada Tanggal 2 Nopember 2020

PERBEKEL KEDIS,

NENGAH SUPARNA


	Diundangakan di Kedis

Pada Tanggal 2 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA KEDIS,

I WAYAN PURNA WIJAYA

LEMBARAN DESA KEDIS TAHUN 2020 NOMOR 9
	


	LAMPIRAN 

	PERATURAN DESA KEDIS

	NOMOR 
	:
	9 TAHUN 2020

	TENTANG
	:
	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020


PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDIS

TAHUN ANGGARAN 2020

	KODE  REKENING
	SEMULA
	MENJADI
	BERTAMBAH/ (BERKURANG)                (Rp.)
	SUMBER DANA

	
	
	
	
	

	
	URAIAN
	ANGGARAN
	URAIAN
	ANGGARAN
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	a
	b
	c
	a
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	4
	 
	PENDAPATAN
	1.852.136.384,00
	PENDAPATAN
	1.906.050.384,00
	53.914.000,00 
	 

	 
	 
	 
	4
	1
	Pendapatan Asli Desa
	8.751.384,00
	Pendapatan Asli Desa
	8.751.384,00
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	4
	2
	Pendapatan Transfer
	1.833.385.000,00
	Pendapatan Transfer
	1.887.299.000,00
	53.914.000,00 
	 

	 
	 
	 
	4
	3
	Pendapatan Lain-lain
	10.000.000,00
	Pendapatan Lain-lain
	10.000.000,00
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	JUMLAH PENDAPATAN
	1.852.136.384,00
	JUMLAH PENDAPATAN
	1.906.050.384,00
	53.914.000,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	5
	 
	BELANJA
	2.490.942.351,17
	BELANJA
	2.544.856.351,17
	53.914.000,00 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	1.039.136.561,11
	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	1.079.320.561,11
	40.184.000,00 
	 

	1
	1
	 
	 
	 
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	626.178.061,11
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	627.678.061,11
	1.500.000,00 
	ADD/PBH

	1
	1
	01
	 
	 
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	75.036.000,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	75.036.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	01
	5
	1
	Belanja Pegawai
	75.036.000,00
	Belanja Pegawai
	75.036.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	02
	 
	 
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	418.662.700,00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	418.662.700,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	02
	5
	1
	Belanja Pegawai
	418.662.700,00
	Belanja Pegawai
	418.662.700,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	03
	 
	 
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	16.746.508,00
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	16.746.508,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	03
	5
	1
	Belanja Pegawai
	16.746.508,00
	Belanja Pegawai
	16.746.508,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	04
	 
	 
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
	68.229.853,11
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
	68.229.853,11
	0,00 
	ADD/PBH

	1
	1
	04
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	68.229.853,11
	Belanja Barang dan Jasa
	68.229.853,11
	0,00 
	ADD/PBH/PAD

	1
	1
	05
	 
	 
	Penyediaan Tunjangan BPD
	43.200.000,00
	Penyediaan Tunjangan BPD
	43.200.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	05
	5
	1
	Belanja Pegawai
	43.200.000,00
	Belanja Pegawai
	43.200.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	1
	06
	 
	 
	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
	4.303.000,00
	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
	5.803.000,00
	1.500.000,00 
	ADD/PBH

	1
	1
	06
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	4.303.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	5.803.000,00
	1.500.000,00 
	ADD/PBH

	1
	2
	 
	 
	 
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
	315.645.000,00
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
	337.902.000,00
	22.257.000,00 
	ADD/PBH/PAD

	1
	2
	01
	 
	 
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
	12.535.000,00
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
	31.435.000,00
	18.900.000,00 
	ADD/PBH

	1
	2
	01
	5
	3
	Belanja Modal
	12.535.000,00
	Belanja Modal
	31.435.000,00
	18.900.000,00 
	ADD/PBH

	1
	2
	02
	 
	 
	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
	12.495.000,00
	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
	15.852.000,00
	3.357.000,00 
	ADD/PBH/PAD

	1
	2
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	12.495.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	15.852.000,00
	3.357.000,00 
	PBH/PAD

	1
	2
	03
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	290.615.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	290.615.000,00
	0,00 
	ADD/PBK

	1
	2
	03
	5
	3
	Belanja Modal
	290.615.000,00
	Belanja Modal
	290.615.000,00
	0,00 
	ADD/PBK

	1
	3
	 
	 
	 
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	19.392.000,00
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	27.767.000,00
	8.375.000,00 
	PBH

	1
	3
	01
	 
	 
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
	4.140.000,00
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
	7.278.000,00
	3.138.000,00 
	PBH

	1
	3
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	4.140.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	7.278.000,00
	3.138.000,00 
	PBH

	1
	3
	02
	 
	 
	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
	11.552.000,00
	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
	13.817.000,00
	2.265.000,00 
	PBH

	1
	3
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	11.552.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	13.817.000,00
	2.265.000,00 
	PBH

	1
	3
	03
	 
	 
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
	3.700.000,00
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
	6.672.000,00
	2.972.000,00 
	PBH

	1
	3
	03
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	3.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	6.672.000,00
	2.972.000,00 
	PBH

	1
	4
	 
	 
	 
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	77.921.500,00
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	85.973.500,00
	8.052.000,00 
	ADD/PBH

	1
	4
	01
	 
	 
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes  (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
	19.230.500,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes  (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
	19.230.500,00
	0,00 
	ADD

	1
	4
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	19.230.500,00
	Belanja Barang dan Jasa
	19.230.500,00
	0,00 
	ADD

	1
	4
	02
	 
	 
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
	3.035.000,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
	4.200.000,00
	1.165.000,00 
	PBH

	1
	4
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	3.035.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	4.200.000,00
	1.165.000,00 
	PBH

	1
	4
	03
	 
	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
	17.058.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
	17.058.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	1
	4
	03
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	17.058.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	17.058.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	1
	4
	04
	 
	 
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
	17.372.000,00
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
	17.372.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	4
	04
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	17.372.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	17.372.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	4
	05
	 
	 
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
	2.870.000,00
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
	2.870.000,00
	0,00 
	PBH

	1
	4
	05
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.870.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	2.870.000,00
	0,00 
	PBH

	1
	4
	06
	 
	 
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
	2.740.000,00
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
	2.740.000,00
	0,00 
	PBH

	1
	4
	06
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.740.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	2.740.000,00
	0,00 
	PBH

	1
	4
	07
	 
	 
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
	1.621.000,00
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
	3.708.000,00
	2.087.000,00 
	PBH

	1
	4
	07
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	1.621.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	3.708.000,00
	2.087.000,00 
	PBH

	1
	4
	09
	 
	 
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
	11.865.000,00
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
	16.665.000,00
	4.800.000,00 
	ADD/PBH

	1
	4
	09
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	11.865.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	16.665.000,00
	4.800.000,00 
	ADD/PBH

	1
	4
	10
	 
	 
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
	2.130.000,00
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
	2.130.000,00
	0,00 
	ADD

	1
	4
	10
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.130.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	2.130.000,00
	0,00 
	ADD

	2
	 
	 
	 
	 
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	798.634.790,06
	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	798.634.790,06
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	1
	 
	 
	 
	Pendidikan
	169.535.290,06
	Pendidikan
	169.535.290,06
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	1
	01
	 
	 
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	29.655.290,06
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	29.655.290,06
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	1
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	29.655.290,06
	Belanja Barang dan Jasa
	29.655.290,06
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	1
	05
	 
	 
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
	13.475.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
	13.475.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	05
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	13.475.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	13.475.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	06
	 
	 
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
	5.200.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
	5.200.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	06
	5
	3
	Belanja Modal
	5.200.000,00
	Belanja Modal
	5.200.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	09
	 
	 
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
	117.530.000,00
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
	117.530.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	09
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	117.530.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	117.530.000,00
	0,00 
	DDS/ADD

	2
	1
	10
	 
	 
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	3.675.000,00
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	3.675.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	1
	10
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	3.675.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	3.675.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	 
	 
	 
	Kesehatan
	210.048.000,00
	Kesehatan
	210.048.000,00
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	2
	01
	 
	 
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	46.396.000,00
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	46.396.000,00
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	2
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	46.396.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	46.396.000,00
	0,00 
	DDS/PBH

	2
	2
	02
	 
	 
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	122.247.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	122.247.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	112.422.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	112.422.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	02
	5
	3
	Belanja Modal
	9.825.000,00
	Belanja Modal
	9.825.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	04
	 
	 
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	14.645.000,00
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	14.645.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	04
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	13.885.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	13.885.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	04
	5
	3
	Belanja Modal
	760.000,00
	Belanja Modal
	760.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	06
	 
	 
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	26.760.000,00
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	26.760.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	2
	06
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	26.760.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	26.760.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	 
	 
	 
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	322.605.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	322.605.000,00
	0,00 
	 

	2
	3
	10
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
	62.999.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
	62.999.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	10
	5
	3
	Belanja Modal
	62.999.000,00
	Belanja Modal
	62.999.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	11
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
	92.327.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
	92.327.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	11
	5
	3
	Belanja Modal
	92.327.000,00
	Belanja Modal
	92.327.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	12
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
	140.851.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
	140.851.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	12
	5
	3
	Belanja Modal
	140.851.000,00
	Belanja Modal
	140.851.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	3
	15
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	26.428.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
	26.428.000,00
	0,00 
	ADD

	2
	3
	15
	5
	3
	Belanja Modal
	26.428.000,00
	Belanja Modal
	26.428.000,00
	0,00 
	ADD

	2
	4
	 
	 
	 
	Kawasan Permukiman
	82.876.500,00
	Kawasan Permukiman
	82.876.500,00
	0,00 
	 

	2
	4
	04
	 
	 
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	8.563.500,00
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	8.563.500,00
	0,00 
	ADD

	2
	4
	04
	5
	3
	Belanja Modal
	8.563.500,00
	Belanja Modal
	8.563.500,00
	0,00 
	ADD

	2
	4
	07
	 
	 
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	74.313.000,00
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	74.313.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	4
	07
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	74.313.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	74.313.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	6
	 
	 
	 
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	10.930.000,00
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	10.930.000,00
	0,00 
	 

	2
	6
	02
	 
	 
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
	10.930.000,00
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
	10.930.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	6
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	10.930.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	10.930.000,00
	0,00 
	DDS

	2
	8
	 
	 
	 
	Pariwisata
	2.640.000,00
	Pariwisata
	2.640.000,00
	0,00 
	 

	2
	8
	01
	 
	 
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	2.640.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	2.640.000,00
	0,00 
	ADD

	2
	8
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	2.640.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	2.640.000,00
	0,00 
	ADD

	2
	8
	02
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	0,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	0,00
	0,00 
	ADD

	2
	8
	02
	5
	3
	Belanja Modal
	0,00
	Belanja Modal
	0,00
	0,00 
	ADD

	3
	 
	 
	 
	 
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
	293.849.000,00
	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
	293.849.000,00
	0,00 
	ADD/PBH/DLL

	3
	1
	 
	 
	 
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	3.800.000,00
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	3.800.000,00
	0,00 
	PBH

	3
	1
	01
	 
	 
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	3.800.000,00
	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	3.800.000,00
	0,00 
	PBH

	3
	1
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	3.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	3.800.000,00
	0,00 
	PBH

	3
	2
	 
	 
	 
	Kebudayaan dan Keagamaan
	38.100.000,00
	Kebudayaan dan Keagamaan
	38.100.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	2
	02
	 
	 
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	11.500.000,00
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	11.500.000,00
	0,00 
	ADD

	3
	2
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	11.500.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	11.500.000,00
	0,00 
	ADD

	3
	2
	03
	 
	 
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	26.600.000,00
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	26.600.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	2
	03
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	26.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	26.600.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	3
	 
	 
	 
	Kepemudaan dan Olah Raga
	6.625.000,00
	Kepemudaan dan Olah Raga
	6.625.000,00
	0,00 
	ADD

	3
	3
	01
	 
	 
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	0,00
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	0,00
	0,00 
	 

	3
	3
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	0,00 
	 

	3
	3
	05
	 
	 
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
	6.625.000,00
	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
	6.625.000,00
	0,00 
	ADD

	3
	3
	05
	5
	3
	Belanja Modal
	6.625.000,00
	Belanja Modal
	6.625.000,00
	0,00 
	ADD

	3
	4
	 
	 
	 
	Kelembagaan Masyarakat
	245.324.000,00
	Kelembagaan Masyarakat
	245.324.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	4
	01
	 
	 
	Pembinaan Lembaga Adat
	234.107.000,00
	Pembinaan Lembaga Adat
	234.107.000,00
	0,00 
	ADD/PBP

	3
	4
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	234.107.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	234.107.000,00
	0,00 
	ADD/PBP

	3
	4
	02
	 
	 
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	5.755.000,00
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	5.755.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	4
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	5.755.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	5.755.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	4
	03
	 
	 
	Pembinaan PKK
	5.462.000,00
	Pembinaan PKK
	5.462.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	3
	4
	03
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	5.462.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	5.462.000,00
	0,00 
	ADD/PBH

	4
	 
	 
	 
	 
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	10.830.000,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	24.560.000,00
	13.730.000,00 
	PBH/DLL

	4
	3
	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	10.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	15.100.000,00
	5.100.000,00 
	PBH/DLL

	4
	3
	01
	 
	 
	Peningkatan kapasitas kepala  Desa 
	0,00
	Peningkatan kapasitas kepala  Desa 
	5.100.000,00
	5.100.000,00 
	PBH

	4
	3
	01
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	0,00
	Belanja Barang dan Jasa
	5.100.000,00
	5.100.000,00 
	PBH

	4
	3
	02
	 
	 
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
	10.000.000,00
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
	10.000.000,00
	0,00 
	DLL

	4
	3
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	10.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	10.000.000,00
	0,00 
	DLL

	4
	6
	 
	 
	 
	Dukungan Penanaman Modal
	830.000,00
	Dukungan Penanaman Modal
	9.460.000,00
	8.630.000,00 
	PBH

	4
	6
	02
	 
	 
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
	830.000,00
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
	9.460.000,00
	8.630.000,00 
	PBH

	4
	6
	02
	5
	2
	Belanja Barang dan Jasa
	830.000,00
	Belanja Barang dan Jasa
	9.460.000,00
	8.630.000,00 
	PBH

	5
	 
	 
	 
	 
	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
	348.492.000,00
	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
	348.492.000,00
	0,00 
	DDS/ADD/PAD

	5
	1
	 
	 
	 
	Penanggulangan Bencana
	103.346.000,00
	Penanggulangan Bencana
	103.346.000,00
	0,00 
	DDS/ADD

	5
	1
	00
	 
	 
	Penanggulangan Bencana
	103.346.000,00
	Penanggulangan Bencana
	103.346.000,00
	0,00 
	DDS/ADD

	5
	1
	00
	5
	4
	Belanja Tak Terduga
	103.346.000,00
	Belanja Tak Terduga
	103.346.000,00
	0,00 
	DDS/ADD

	5
	2
	 
	 
	 
	Keadaan Darurat
	0,00
	Keadaan Darurat
	0,00
	0,00 
	 

	5
	2
	00
	 
	 
	Penanggulangan Bencana
	0,00
	Penanggulangan Bencana
	0,00
	0,00 
	 

	5
	2
	00
	5
	4
	Belanja Tak Terduga
	0,00
	Belanja Tak Terduga
	0,00
	0,00 
	 

	5
	3
	 
	 
	 
	Keadaan Mendesak
	245.146.000,00
	Mendesak
	245.146.000,00
	0,00 
	DDS/ADD/PAD

	5
	3
	00
	 
	 
	Penanggulangan Bencana
	245.146.000,00
	Penanggulangan Bencana
	245.146.000,00
	0,00 
	DDS/ADD/PAD

	5
	3
	00
	5
	4
	Belanja Tak Terduga
	245.146.000,00
	Belanja Tak Terduga
	245.146.000,00
	0,00 
	DDS/ADD/PAD

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	JUMLAH  BELANJA 
	2.490.942.351,17
	JUMLAH  BELANJA 
	2.544.856.351,17
	53.914.000,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	SURPLUS /(DEFISIT)
	(638.805.967,17)
	SURPLUS /(DEFISIT)
	(638.805.967,17)
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	6
	 
	PEMBIAYAAN 
	638.805.967,17
	PEMBIAYAAN 
	638.805.967,17
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	6
	1
	Penerimaan Pembiayaan
	638.805.967,17
	Penerimaan Pembiayaan
	638.805.967,17
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	6
	2
	Pengeluaran Pembiayaan
	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan
	0,00
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
	0,00
	0,00 
	 


	
	PERBEKEL KEDIS,

NENGAH SUPARNA


3.2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaporan merupakan satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hakikat dari pelaporan ini yaitu pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek, seperti aspek hukum, administrasi maupun asepk moral. Dengan demikian pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa pada akhir tahun anggaran.
Berikut ini disajikan Peraturan Desa Kedis tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :


PERBEKEL KEDIS

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA KEDIS

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KEDIS,

	Menimbang
	:
	a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. 


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tinggkat II  dalam Wilayah Daerah-Daerah  Tingakat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor  611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor  1012);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDIS

dan

PERBEKEL KEDIS

MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020


Pasal 1

	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

	1.
	Pendapatan Desa
	Rp.
	1.860.310.257,10

	
	
	
	

	2.
	Belanja Desa
	
	

	
	a.
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Rp.
	719.616.978,00

	
	b.
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	Rp.
	757.841.500,00

	
	c.
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	Rp.
	222.861.000,00

	
	d.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Rp.
	0,00

	
	e.
	Bidang Tak Terduga
	Rp.
	316.356.000,00

	
	Jumlah Belanja
	Rp.
	2.016.675.478,00

	
	Surplus/Defisit
	Rp.
	(156.365.220,90

	
	
	
	

	3.
	Pembiayaan Desa
	
	

	
	a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.

Rp.
	687.300.453,28

0,00

	
	Selisih Pembiayaan (a-b)
	Rp.
	687.300.453,28


Pasal 2

	Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

	1.
	Lampiran I
	:
	Laporan Keuangan.

	2.
	Lampiran II
	:
	Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020.

	3.
	Lampiran III
	:
	Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.


Pasal 3

	Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 


Pasal 4

	Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedis.


	
	Ditetapkan di Kedis

Pada Tanggal 15 Januari 2021

PERBEKEL KEDIS

NENGAH SUPARNA


	Diundangakan di Kedis

Pada Tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DESA KEDIS

I WAYAN PURNA WIJAYA

LEMBARAN DESA KEDIS TAHUN 2021 NOMOR 1
	


3.3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3.3.1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa adalah semua penerimaan berupa uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari : pendapatan asli desa, dana transfer, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa Kedis tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.860.310.257,10 dengan rincian sebagai berikut :
	1.
	Pendapatan Asli Desa :
	
	

	
	a. Hasil usaha air bersih
	Rp.
	7.251.384,00

	
	b. Hasil Aset (pasar desa)
	Rp.
	1.500.000,00

	
	Jumlah
	Rp.
	8.751.384,00

	2.
	Pendapatan Transfer
	
	

	
	a. Dana Desa
	Rp.
	791.828.000,00

	
	b. Bagian hasil pajak dan retribusi
	Rp.
	93.398.000,00

	
	c. Alokasi Dana Desa
	Rp.
	754.905.000,00

	
	d. Bantuan Keuangan Provinsi
	Rp.
	200.000.000,00

	
	Jumlah
	Rp.
	1.840.131.000,00

	3.
	Lain-lain pendapatan yang sah
	
	

	
	a. Bunga Bank
	Rp.
	11.427.873,10

	
	Jumlah
	Rp.
	11.427.873,10

	
	Jumlah Pendapatan
	Rp.
	1.860.310.257,10


3.3.2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Belanja desa dapat diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. 
Jumlah belanja Desa Kedis Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.016.675.478,00 dan apabila dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.860.310.257,10 terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 156.365.220,90. Hal ini dapat ditutupi dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari SiLPA tahun lalu.
Belanja Desa Kedis Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :
REALISASI BELANJA DESA KEDIS

TAHUN ANGGARAN 2020

	Kode Rekening
	Bidang/Sub Bidang/ Kegiatan
	Vol. 
	Sat.
	Rencana 
Anggaran
	Realisasi 
Anggaran 

	1
	2
	4
	5
	6
	9

	a
	b
	c
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	 
	 
	1.079.320.561,11
	719.616.978,00

	1
	1
	 
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	 
	 
	627.678.061,11
	610.187.878,00

	1
	1
	01
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	1
	OB
	75.036.000,00
	75.036.000,00

	1
	1
	02
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	11
	OB
	418.662.700,00
	418.662.700,00

	1
	1
	03
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	11
	OP
	16.746.508,00
	6.888.348,00

	1
	1
	04
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
	1
	Paket
	68.229.853,11
	62.887.830,00

	1
	1
	05
	Penyediaan Tunjangan BPD
	5
	OB
	43.200.000,00
	41.760.000,00

	1
	1
	06
	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
	1
	Paket
	5.803.000,00
	4.953.000,00

	1
	2
	 
	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
	 
	 
	337.902.000,00
	39.124.500,00

	1
	2
	01
	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan
	1
	Paket
	31.435.000,00
	25.350.000,00

	1
	2
	02
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	1
	Paket
	15.852.000,00
	13.774.500,00

	1
	2
	03
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
	1
	Unit
	290.615.000,00
	0,00

	1
	3
	 
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	 
	 
	27.767.000,00
	18.914.000,00

	1
	3
	01
	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
	1
	Paket
	7.278.000,00
	4.305.000,00

	1
	3
	02
	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
	1
	Paket
	13.817.000,00
	12.309.000,00

	1
	3
	03
	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
	1
	Paket
	6.672.000,00
	2.300.000,00

	1
	4
	 
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	 
	 
	85.973.500,00
	51.390.600,00

	1
	4
	01
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes  (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
	1
	Paket
	19.230.500,00
	13.027.100,00

	1
	4
	02
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
	1
	Paket
	4.200.000,00
	359.000,00

	1
	4
	03
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)
	1
	Paket
	17.058.000,00
	13.732.500,00

	1
	4
	04
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
	1
	Paket
	17.372.000,00
	11.014.000,00

	1
	4
	05
	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
	1
	Paket
	2.870.000,00
	2.400.000,00

	1
	4
	06
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
	1
	Paket
	2.740.000,00
	0,00

	1
	4
	07
	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
	1
	Paket
	3.708.000,00
	808.000,00

	1
	4
	08
	Pengembangan Sistem Informasi Desa 
	1
	Paket
	0,00
	0,00

	1
	4
	09
	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)
	1
	Paket
	16.665.000,00
	8.250.000,00

	1
	4
	10
	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
	1
	Paket
	2.130.000,00
	1.800.000,00

	2
	 
	 
	Pelaksanaan Pembangunan Desa
	 
	 
	798.634.790,06
	757.841.500,00

	2
	1
	 
	Pendidikan
	 
	 
	169.535.290,06
	158.516.500,00

	2
	1
	01
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1
	Paket
	29.655.290,06
	22.428.000,00

	2
	1
	06
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
	1
	Paket
	13.475.000,00
	10.793.500,00

	2
	1
	06
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa
	1
	Paket
	5.200.000,00
	5.200.000,00

	2
	1
	09
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
	1
	Paket
	117.530.000,00
	116.420.000,00

	2
	1
	10
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi
	1
	Paket
	3.675.000,00
	3.675.000,00

	2
	2
	 
	Kesehatan
	 
	 
	210.048.000,00
	198.836.000,00

	2
	2
	01
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	1
	Paket
	46.396.000,00
	46.508.000,00

	2
	2
	02
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	1
	Paket
	122.247.000,00
	116.168.000,00

	2
	2
	04
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	1
	Paket
	14.645.000,00
	10.560.000,00

	2
	2
	06
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
	1
	Paket
	26.760.000,00
	25.600.000,00

	2
	3
	 
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	 
	 
	322.605.000,00
	311.615.000,00

	2
	3
	10
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
	35 x 3x  0,4
	m
	62.999.000,00
	60.941.000,00

	2
	3
	11
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
	(44 x 1,35 x 0,05) + (7,5 x 5 x 0,4)
	m
	92.327.000,00
	90.652.500,00

	2
	3
	12
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
	(1400 x 0,7 x 0,07) + (181 x 1,2 x 0,058)
	m
	140.851.000,00
	138.184.000,00

	2
	3
	15
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
	1
	unit
	26.428.000,00
	21.837.500,00

	2
	4
	 
	Kawasan Pemukiman
	 
	 
	82.876.500,00
	80.303.500,00

	2
	4
	04
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
	1
	unit
	8.563.500,00
	8.563.500,00

	2
	4
	07
	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
	1
	Paket
	74.313.000,00
	71.740.000,00

	2
	6
	 
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
	 
	 
	10.930.000,00
	8.050.500,00

	2
	6
	02
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa  (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)
	1
	Paket
	10.930.000,00
	8.050.500,00

	2
	8
	 
	Pariwisata
	 
	 
	2.640.000,00
	520.000,00

	2
	8
	01
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
	1
	paket
	2.640.000,00
	520.000,00

	3
	 
	 
	Pembinaan Kemasyarakatan
	 
	 
	293.849.000,00
	222.861.000,00

	3
	1
	 
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
	 
	 
	3.800.000,00
	2.750.000,00

	3
	1
	01
	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)
	1
	Paket
	3.800.000,00
	2.750.000,00

	3
	2
	 
	Kebudayaan dan Keagamaan
	 
	 
	38.100.000,00
	19.320.000,00

	3
	2
	02
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	1
	Paket
	11.500.000,00
	11.500.000,00

	3
	2
	03
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	1
	Paket
	26.600.000,00
	7.820.000,00

	3
	3
	 
	Kepemudaan dan Olah Raga
	 
	 
	6.625.000,00
	1.634.000,00

	3
	3
	01
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
	1
	Paket
	6.625.000,00
	1.634.000,00

	3
	4
	 
	Kelembagaan Masyarakat
	 
	 
	245.324.000,00
	199.157.000,00

	3
	4
	01
	Pembinaan Lembaga Adat
	1
	Paket
	234.107.000,00
	194.107.000,00

	3
	4
	02
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	1
	Paket
	5.755.000,00
	3.000.000,00

	3
	4
	03
	Pembinaan PKK
	1
	Paket
	5.462.000,00
	2.050.000,00

	4
	 
	 
	Pemberdayaan Masyarakat
	 
	 
	24.560.000,00
	0,00

	4
	3
	 
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	 
	 
	15.100.000,00
	0,00

	4
	3
	01
	Peningkatan kapasita Kepala Desa
	1
	Paket
	5.100.000,00
	0,00

	4
	3
	02
	Peningkatan kapasitas perangkat Desa 
	1
	Paket
	10.000.000,00
	0,00

	4
	6
	 
	Dukungan Penanaman Modal
	 
	 
	9.460.000,00
	0,00

	4
	6
	02
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
	1
	Paket
	9.460.000,00
	0,00

	5
	 
	 
	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
	 
	 
	348.492.000,00
	316.356.000,00

	5
	1
	 
	Penanggulangan Bencana  
	 
	 
	103.346.000,00
	80.156.000,00

	5
	1
	00
	Penanggulangan bencana
	1
	Paket
	103.346.000,00
	80.156.000,00

	5
	3
	 
	Mendesak
	 
	 
	245.146.000,00
	236.200.000,00

	5
	3
	00
	Penanggulangan bencana
	1
	Paket
	245.146.000,00
	236.200.000,00

	 
	 
	 
	J u m l a h
	 
	 
	2.544.856.351,17
	2.016.675.478,00


3.3.3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar pembiayaan desa terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa. Sedangkan pengeluaran merupakan pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa akan datangdalam rangka memperoleh keuntungan baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun jenis-jenis pengeluaran yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.
Pembiayaan Desa pada APB Desa Kedis tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

	1.
	Penerimaan Pembiayaan
	
	

	
	SiLPA Tahun Sebelumnya
	Rp.
	687.300.453,28

	2.
	Pengeluaran Pembiayaan
	Rp.
	0,00

	
	Jumlah Pembiayaan
	Rp.
	687.300.453,28


3.3.4. SiLPA Aklhir Tahun
SiLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
SiLPA Akhir Tahun pada APB Desa Kedis Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 530.935.232,38 dengan rincian sebagai berikut :

	1.
	Jumlah Pendapatan
	Rp.
	1.860.310.257,10

	2.
	Jumlah Belanja
	Rp.
	2.016.675.478,00

	
	Surplus/(Defisit)
	Rp.
	(156.365.220,90)

	3.
	Penerimaan Pembiayaan
	
	

	
	· SiLPA Tahun Sebelumnya
	Rp.
	687.300.453,28

	4
	SiLPA Akhir Tahun 2020
	Rp.
	530.935.232,38


BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Pemerintah Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategi untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Berikut ini disampaikan keberhasilan - keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya - upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Kedis Tahun 2020

4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.

Adapun keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

4.1.1.
Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang dicapai di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa anntara lain :
· Meningkatnya kelancaran pelayanan baik dalam pelayanan kepada masyarakat serta pelayanan terhadap instansi/pemerintahan yang ada di atasnya.

· Dengan teerpeliharanya kantor Desa dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penataan administrasi, memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang terjadi serta peningkatan pelayanan kepada pemerintah yang ada di atasnya.
· Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa dan musyawrah perencanaan pembangunan desa serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
· Tercapainya peningkatan validasi data kependudukan serta data potensi yang ada di desa sehingga dapat tersusun Buku Profil Desa.

· Meningkatnya pengelolaan arsip desa oleh petugas pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan perbekel.
· Meningkatnya keteraturan penilaian asset Desa.
· Meningkatnya koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
· Bersama dengan BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa telah berhasil melaksanakan perencanaan melalui musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa serta menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

· Dapat menyusun laporan dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dengan baik sesuai waktu yang direncanakan.

· Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku karena melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa, banjar dinas maupun kelompok-kelompok diberikan sosialisasi tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan daerah sampai pada Peraturan Desa.

· Terselenggaranya Pemilihan dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu dengan lancar.
4.1.2.
Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa :
· Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparat desa.

· Kondisi gedung kantor desa yang sudah tidak reprensetatif lagi berdampak pada kekurangnyamanan dalam melaksanakan kegiatan.
· Pelayanan masyarakat di tingkat dusun kurang lancar

· Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai.
· Terbatasnya kwalitas sumber daya manusia.
· Letak demografi desa yang merupakan daerah pegunungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, adanya urbanisasi mengakibatkan terjadinya kendala petugas dalam melakukan pendataan. 

· Tidak memiliki tanah yang menjadi asset Desa sehingga sangat sulit mengembangkan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan desa
· Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang
4.1.3. Upaya Yang Ditempuh

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, maka ditempuh upaya-upaya sebagai beikut :
· Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Perangkat Desa dan mengikuti pembinaan-pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik oleh Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten secara berkelanjutan.

· Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kantor di tingkat dusun
· Mengefektifkan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa serta bersama-sama menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti penyusunan perencanaan Desa, memelihara dan menjaga hasil-hasil pembangunan, secara bersama-sama mensosialisasikan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa.
· Mengupayakan peningkatan pendapatan desa melalui usaha-usaha desa, asset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat.
· Membentuk petugas dalam rangka pelaksanaan validasi penduduk.

· Memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang ada, serta kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar PBB. 
4.2. Bidang Pembangunan

Bidang pelaksanaan pembangunan merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selain bersifat fisik juga mencakup kegiatan-kegiatan yang bersifat non fisik. 
Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh di bidang pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

4.2.1.
Keberhasilan Yang Dicapai

Di bidang pelaksanaan pembangunan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai antara lain :
· Meningkatnya kwalitas kesehatan masyarakat, terbukti dengan meningkatnya peran serta masyarakat mengikuti pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) serta tindak lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara berkesinambungan.

· Meningkatnya pelayanan Kesehatan kepada Balita, Ibu Hamil dan menyusui untuk percepatan pencegahan stunting yang dilaksanakan secara terkoordinir dan terpadu melalui Posyandu.
· Terpenuhinya kebutuhan penyediaan air bersih secara merata. 
· Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan dasar yang ditandai dengan standard pelayanan pendidikan dasar melalui pendidikan anak usia dini.
· Terpenuhinya kebutuhan dasar kepada lansia miskin dan penyandang disabilitas dengan pemberian bantuan berupa sembako.
· Meningkatnya infrastruktur dasar melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan desa, jalan usaha pertanian untuk memperlancar transportasi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan usaha kecil dan menengah, usaha pertanian serta dapat mengurangi biaya operasional.
· Tersedianya Gedung arena untuk menunjang dan mendukung kegiatan pengembangan minat dan kemampuan di bidang olahraga. 
· Terciptanya lingkungan yang bersih melalui gerakan pengelolaan sampah tingkat rumah tangga.
· Meningkatnya akses penyediaan informasi berbasis internet bagi masyarakat.
4.2.1
Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :
· Terdapat banyaknya program kegiatan dasar yang harus dilaksanakan, dilain pihak dana yang tersedia terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.
· Sarana dan prasarana Kesehatan yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan kurang lancar.
· Sarana Pendidikan masyarakat masih kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam penerapan inovasi.
· Keadaan iklim yang sulit untuk diprediksi, terkadang pelaksanaan pembangunan bersamaan dengan datangnya musim penghujan sehingga pelaksanaannya mengalami hambatan.
· Terbatasnya lahan yang tersedia sehingga menghambat program pembangunan terutama penyediaan lapangan olah raga dan pembangunan pasar desa.
· Partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan masih kurang.
· Pemanfaatan masyarakat terhadap media informasi masih kurang.
· Pengembangan pariwisata desa terhambat.

· Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan kegiatan pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 

4.2.3. Upaya Yang Ditempuh

Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan antara lain :
· Meningkatkan Pendapatan Desa melalui pendapatan asli desa untuk menunjang kegiatan pembangunan.
· Walau dalam pelaksanaan kegiatan terhambat dengan datangnya musim penghujan namun sebagai pemanfaat tetap berusaha mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal.
· Bersama-sama dengan lembaga keswadyaaan yang ada di desa menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa demi kepentingan dan kemajuan Desa.
· Bersama-sama dengan kelembagaan yang ada di desa mensosialisasikan pentingnya system informasi untuk mengetahui pengelolaan data di Desa.
· Percepatan penanganan penyebaran COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan himbauan pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendukung proses pembangunan desa.

keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa adalah sebagai berikut :
4.3.1. Keberhasilan Yang Dicapai
Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Desa Kedis dalam bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain :
· Pemerintah Desa Melalui Linmas bekerja sama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas, beserta masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan baik penyelenggaraan pemerintahan maupun aktifitas masyarakat berjalan dengan aman dan lancar.
· Meningkatnya rasa keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terciptanya toleransi antar dan inter umat beragama. 
· Meningkatnya nilai- nilai kepahlawanan dan terciptanya nilai - nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
· Menjaga, melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur yang ada di Desa dengan berbagai kegiatan seperti pagelaran dan mengikuti festival seni dan budaya.
· Meningkatnya kreatifitas generasi muda terutama dalam mengembangan minat bidang olahraga.
· Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kelembagaan adat dan kelembagaan desa.
4.3.2.
Permasalahan Yang Dihadapi
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa antara lain :

· Adanya pos - pos keamanan yang kurang representatif dan bangunan sudah rusak.
· Tingkat pendidikan yang masih rendah dimana sebagaian penduduk desa kedis mempunyai tingkat pendidikan rata - rata hanya tamat SD dan SMP sehingga mengalami kendala dalam pelaksanaan pembinaan.
· Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan sehingga proses pelaksanaan kegiatan pembinaan kurang lancar.

· Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah masih rendah, hal ini disebabkan karena berbenturan dengan kegiatan - kegiatan upacara adat dan keagaman apalagi pada saat datangnya musim panen.
4.3.3. Upaya Yang Ditempuh

Upaya - upaya yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan antara lain :

· Penertiban dan pemanfaatan pos-pos keamanan yang ada.

· Mengadakan pembinaan bagi Linmas bekerja sama dengan Bhabinsa dan Bhabinkamtibnas Desa Kedis untuk meningktkan pengetahuan dan ketrampilan satgas dan anggota linmas dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
· Memfasilitasi pelaksanaan upacara adat dan upacara keagamaan agar tercipta kerukunan dan toleransi sesama umat dan antar umat beragama.
4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarak dalam bentuk penggalian kemampuan, kreatifitas daya pikir serta tindakan menuju kearah hidup yang lebih baik.
4.4.1. Keberhasilan Yang Dicapai
Pada tahun 2020 ini keberhasilan yang dicapai di Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain :
· Tumbuh dan berkembangnya kelompok perikanan, peternakan dan pertanian atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten

· Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan perangkat desa, dengan mengikuti pembinaan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten.
· Meningkatnya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan.
· Terciptanya upaya keluarga yang sejahtera, lapangan kerja yang berkualitas dan kesetaraan Gender.
· Terbentuknya BUM Desa Amerta Jaya Paksi Desa Kedis yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 dan telah dikelola oleh pengurus yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel. 
4.4.2. Permasalahan Yang Dihadapi
Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan masyarakat antara lain :

· Bibit dan pakan  ikan terbatas

· Sarana dan prasarana kurang mendukung pelaksanaan pelatihan - pelatihan seperti pelatihan kesenian, kegiatan olah raga, pelatihan peningkatan keterampilan  dan lain – lain.

· Sumber daya manusia yang masih rendah sehingga mengalami hambatan dalam penggalangan partisipasi baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik.
· Aktifitas perekonomian di Desa cenderung monoton, terbatas pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
· Kondisi pasar desa yang tempatnya di ruang terbuka sehingga aktifitasnya terbatas dan terganggu, apalagi pada saat musim penghujan
· Terdapatnya keadaan penduduk yang kurang mampu menyebabkan terjadinya kondisi yang hanya berserah diri pada nasib dan enggan untuk mencari solusi usaha - usaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
· Adanya lapangan kerja yang terbatas, sebagian masyarakat menunggu pekerjaan pada saat musim panen menyebabkan beberapa warga masyarakat pindah ke kota untuk mencari pekerjaan.
· Usaha BUM Desa masih terbatas pada usaha pengelolaan air bersih.
4.4.3. Upaya Yang Ditempuh

Upaya-upaya yang ditempuh antara lain :
· Dukungan modal dan fasilitasi pembinaan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok perikanan, keolompok ternak dan kelompok tani.

· Menggerakkan masyarakat untuk berani mengelola usaha secara mandiri maupun berkelompok.

· Berusaha melakukan diverifikasi usaha ekonomi di desa ke arah kegiatan non pertanian  seperti industri rumah tangga dan jasa, dengan memberikan pelatihan - pelatihan atau memfasilitasi pembentukan kelompok - kelompok usaha ekonomi.
· Menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti tempat pelatihan, sarana jalan dan mengefektifkan pengelolaan pasar desa.
· Meningkatkan permodalan BUM Desa untuk mengembangkan usaha BUM Desa dengan penyertaan modal desa.
BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Laporan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan  Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Desa Kedis selama satu Tahun Anggaran yang disampaikan oleh Perbekel kepada Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Dengan adanya Perubahan - perubahan regulasi yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, telah memacu desa untuk terus melakukan penyesuaian - penyesuaian terhadap aturan tersebut. Terkadang terasa sulit untuk diaplikasikan, namun dengan upaya dan kemauan untuk belajar dan bekerja perubahan - perubahan tersebut dapat teratasi.

Dari Pemaparan bab - bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedis Tahun 2020 mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, hal ini terjadi tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreatifitas, kerja sama dan hubungan yang harmonis antara Pemerintahan Desa dengan lembaga - lembaga yang ada di desa dan seluruh komponen masyarakat serta peran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kecamatan. Untuk itu perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan serta membantu dan mendukung tugas-tugas saya sebagai Perbekel guna mewujudkan cita-cita menuju masyarakat Desa Kedis yang damai, maju dan sejahtera.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan umum pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian tetap berupaya agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan.

Bahwa rencana kerja yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2020 akan tetap diupayakan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

5.2. Saran-saran
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, disadari masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itu masukan, usul, saran, petunjuk dan arahan, kerjasama, partisipasi serta motifasi dari semua pihak tetap kami harapkan agar pelaksanaan pembangunan di tahun - tahun yang akan datang mendapatkan hasil yang lebih baik untuk mencapai Desa Kedis yang damai, maju dan sejahtera.

Melalui laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedis ini diharapkan terutama kepada Pemerintah agar diberikan catatan - catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan baik di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan kepada masyarakat Desa Kedis diharapkan untuk meningkatkan partisipasi dan motivasinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Kedis.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dibuat, dan melalui kesempatan ini perkenakanlah kami menyampaikan terima kasih yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

	
	Kedis, 15 Januari 2021
Perbekel Kedis,

NENGAH SUPARNA,SH.MPD


51

